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Abstract: Indonesia is a modern constitutional state testing 
agencies that implement constitutional by forming the 
Constitutional Court, which is authorized to interpret the 
Constitution (the interpreter of constitution) and as a 
guardian of democracy. This paper aims to describe: (1) the 
implementation of the settlement of disputes election 
results in the Constitutional Court and (2) Overview of fiqh 
dusturi the duties and authority of the Court in the 
completion of the presidential election results. Results from 
this study is that the Constitutional Court has rejected the 
petition filed by the applicant of a lawsuit against the 
general election Commission Decision No. 356/KPTS/ 
KPU/2014, about a couple candidates for president and 
vice president, dated July 22, 2014. Furthermore, the fiqh 
dusturi dispute election results conducted by the 
constitutional court because it allowed itself fiqh dusturi 
relating to the constitution or laws relating to government 
institutions. It has been demonstrated in the charter of the 
Prophet Muhammad in Medina, then developed until now 
adapted to the state for the system in each country is 
different. 
 
Abstrak: Indonesia merupakan negara hukum modern 
yang menerapkan lembaga pengujian konstitusional 
dengan cara membentuk Mahkamah Konstitusi RI, yang 
berwenang menafsirkan konstitusi (the intepreter of 
constitution) dan sebagai penjaga demokrasi. Tulisan ini 
ingin memaparkan tentang: (1) pelaksanaan penyelesaian 
sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi dan  (2) 
tinjaun fiqih dusturi terhadap tugas dan kewenangan MK 
dalam penyelesaian hasil pilpres. Hasil dari penelitian ini 
adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak 
permohonan yang diajukan pemohon tentang gugatan 
terhadap Putusan Komisi Pemilhan Umum No 356/ 
Kpts/KPU/2014, tentang pasangan calon presiden dan 
wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya, dalam 
fiqih dusturi penyelesaian sengketa hasil pilpres yang 
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dilakukan oleh mahkamah konstitusi itu boleh karena fiqih 
dusturi itu sendiri berkaitan dengan konstitusi atau undang 
undang yang berkaitan dengan institusi pemerintahan.  hal 
tersebut sudah di contohkan Nabi Muhammad SAW dalam 
piagam madinah, kemudian di kembangkan sampai 
sekarang di sesuiakan dengan negara karena sistem di 
setiap negara itu berbeda. 
 
Kata Kunci: Fiqih Dusturi, Mahkamah Konstitusi, 
Penyelesaian Hasil Pilpres 
 
A. Pendahuluan 
Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga 
yang dibentuk pada masa reformasi. Setelah amandemen 
UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diatur didalam bab 
kekuasaan kehakiman. Fungsi dan peran utama MK adalah 
menjaga konstitusi guna tegaknya konstitusionalitas 
hukum.1 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi 
Indonesia dapat dianalogikan dengan Al-Qur’an yang 
memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang 
kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam 
syari’at Islam. Seperti halnya prinsip keadilan Al-Qur’an 
secara tegas menyatakan: 
ِن  َ  إ ْ  ا ُ ُ ُ ْ َ  ْ ن َ وا أ د َ ُ  ِ ت َ َ َ ْ َ  ا ِ َ إ ِ ْ َ ا أ َ ْ  ذ ُ ْ َ َ  َ ْ َ 
 ِ س ْ  ا ن َ ا أ ُ ُ ْ َ  ِ ل ْ َ ْ ِن  ِ َ  إ ِ ا ِ  ْ ُ ُ ِ َ ِ ِن  ِ َ  إ َ  ا ن َ 
ً ِ ا َ ً ِ َ  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
                                                        
1 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1. 
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baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.2 
Ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan 
telah dinyatakan secara tersurat di dalam hukum dasar 
(konstitusi). Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih 
merupakan prinsip yang bersifat universal sehingga perlu 
adanya penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kondisi 
sosiologi masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu 
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the 
guardien of constitution) berwenang untuk menafsirkan 
konstitusi untuk menjaga stabilitas berbangsa dan 
bernegara.3 
Di Indonesia partisipasi politik yang dapat 
diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum 
selanjutnya disebut pemilu dan partai politik sebagai 
wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat 
nasional dan dibentukoleh sekelompok Warga Negara 
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak 
dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan 
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai 
infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik 
dalam proses demokratisasi. Salah satu perwujudan 
pelaksanaan demokrasi adalah adanya pilpres secara 
langsung.4 Dengan adanya pemilihan secara langsung 
                                                        
2 Departemen Agama RI., al-Quran dan Terjemahan, (Saudi 
Arabia: Lembaga Percetakan Raja Fahd, 1995), h. 135. 
3 Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah 
Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, dalam 
Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, h. 670. 
4 Walid Musthafa, “Pemilu dan Proses Demokratisasi di 
Indonesia”, dalam 
http://www.kompasiana.com/walidmusthafa/pemilu-dan-proses-
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membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di 
tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya 
dengan secara individu memilih pasangan Kepala negara. 
Hal ini telah dipertegas dalam UUD 1945 yang menyatakan 
langsung oleh rakyat. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas 
tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam 
proses pemilihan pilpres. Inilah salah satu wujud nyata 
pelaksanaan demokrasi di Indonesia.5 
Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi 
(Constitutional Court) itu sendiri, di dalam dunia 
ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat 
dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Fenomena 
keberadaan Mahkamah Konstitusi inilah telah menjadi 
lembaga yang baru dalam sistem politik hukum nasional di 
bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia serta belum 
banyak pustaka yang mengkaji lembaga Mahkamah. 
Konstitusi dari sudut pandang politik hukum.Undang–
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi merupakan sebagian dari politik hukum nasional 
di bidang kekuasaan kehakiman karena Undang–Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah 
memenuhi aspek–aspek hukum nasional antara lain 
peraturan yang berbentuk Undang–Undang yang merupakan 
letak rumusan suatu politik hukum nasional dan dibuat oleh 
penyelenggara negara dengan mekanisme perumusan 
politik hukum nasional.6 
Disebut sebagai bagian dari politik hukum nasional di 
bidang kekuasaan kehakiman, karena pelaksana kekuasaan 
kehakiman selain dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi 
juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebagai contoh kasus 
                                                                                                                       
demokratisasi-di-indonesia_5512168d813311c953bc5fcf, dikses pada 
20/08/2015. 
5 F. Aminuddin Aziz, “Kuliah Fiqh Siyasah Politik Islam”, dalam 
http://www.aminazizcenter.com, diakses 18/12/2014. 
6 Narudin Hadi, Wewenang Mahkamah Konstitusi (Pelaksanaan 
Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil 
Pemilu), (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 41. 
Tinjauan Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan Kewenangan MK 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015 
174 
terjadinya sengketa hasil pilpres bahwa dari dua kubu sama-
sama dan saling mengklain pemenang pilpres pada pilpres 
pada tanggal 09 juli 2014 lalu, dan mendeklarasikan 
kemenangannya dari masing-masing calon berdasaran dari 
quick count yang berbeda yang di siarkan secara langsung 
melaui media yang mendungkunya seperti RCTI, GLOBAL, 
MNC TV ONE dan ANTV itu menayangkan bahwa prabowo 
yang menang karena media tersebut punya ketua parpol 
yang tergabung dalam koalisi merah putih. Sedangkan 
televisi yang lain seperti SCTV, INDOSIAR, TRANTV,  TRANS7, 
KOMPAS TV, METROTV, TVRI itu mengklaim kubu jokowi 
yang menang. Hal ini membuat masyarakat bingung karna 
terlihat jelas media yang harusnya netral tapi pada pilpres 
2014 tidak netral, pada tanggal 22 Juli berdasarkan pleno 
KPU yang menghasilkan pasangan Jokowi JK sebagi 
pemenang pilpres. Tapi semuanya tidak selesai di situ kubu 
parabowo menggugat ke MK tentang kecurangan hasil 
pilpres. Pada tanggal 22 Agustus MK memutuskan pasangan 
JOKOWI JK yang menang pilpres 2014. 
 
B. Tinjauan mengenai Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi 
Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji 
undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh undang – undang dasar, memutus 
pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang 
hasil pemilu dan memutus pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
presiden dan / atau wakil presiden (impeachment).7 
Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah: Mahkamah 
Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan 
peradilan dalam sistem konstitusi, Mahkamah Konstitusi 
berfungsi sebagai the guardian of constitution (penjaga 
konstitusi), dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai 
                                                        
7 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, h. 50. 
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penafsir konstitusi. Sedangkan peranannya adalah : sebagai 
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dalam mendorong 
mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan 
negara, menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan 
negara, serta mewujudkan kesejahteraan Indonesia.8 
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan (2) 
mahkamah kontitusi mempunyai wewenang: 
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi lebih diperinci lagi dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi pada Pasal 10, yaitu9: 
a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945 Pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang dasar mempunyai 2 macam jenis 
pengujian, yaitu pengujian secara formal (formele 
toetsingsrecht) dan pengujian secara materiil 
(meteriele toetsingsrecht). Pengujian secara formal 
adalah wewenang untuk menilai apakah suatu 
produk legislative telah dibuat sesuai dengan 
prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan 
berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. 
Sedangkan pengujian secara materiil adalah 
wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah 
                                                        
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 58. 
9 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, h. 40. 
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suatu peraturan perundang-undangan bertentangan 
atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam 
hal pengujian Undang-undang terhadap Undang-
undang Dasar berdasarkan Pasal 51 ayat (1), 
pemohon adalah: 
1) Perorangan warga negara Indonesia 
2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. 
b. Memutus sengketa kewengangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar. 
Lembaga negara yang dimaksud disini adalah 
lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar. Dengan pembatasan seperti 
itu maka jelaslah lembaga negara mana saja yang 
mendapat kewenangan menurut Undang-Undang 
Dasar 1945 sehinggamenghindari terjadinya 
multitafsir. Akan tetapi Pasal 65 UU no 24 tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi memberikan 
pengecualian dengan menyebutkab bahwa, 
Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam 
sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
Mahkamah Konstitusi. 
c. Memutus pembubaran partai politik 
Secara umum partai politik adalah suatu kelompok 
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 
partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan 
politi dan merebut kekuasaan partai politik dengan 
cara yang konstitusional untuk melaksanakan 
kebijakan-kebijakan mereka.pad adasarnya 
pembubaran partai politik bertentangan dengan HAM 
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seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat 
(3),bahwa “setiap orang berhak satas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” 
Akan tetapi dalam prakteknya pembubaran partai 
politikdapat dilakukan dengan alas an pelanggaran 
terhadap ideology dan pelanggaran hukum.10 
d. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu  
Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu 
sangatlah terbuka lebar dalam setiap pelaksanaan 
pemilu di suatu negara, terlebih lagi Indonesia yang 
baru menapaki jejak baru berdemokrasi. Pemilu 
sebagai “medan pertempuran” bagi para kontestan 
dalam memperebutkan simpati dan dukungan 
masyarakat, sehingga memungkinkan adanya 
pemanfaat peluang sekecil apapun untuk melakukan 
kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan 
dukungan yang besar dari pemilih. Dalam 
perselisihan hasil pemilu ini, pemohon adalah: 
1) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota 
DPD pesrta pemilu. 
2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden. 
3) Parta politik peserta pemilihan umum. 
e. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR dapat 
mengajukan permohonan kepada Mahkamah 
Konstitusi jika menurut DPR Presiden dan Wakil 
Presiden terduga: 
1) Melakukan pelanggaran hukum berupa 
pegkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela; dan/atau 
                                                        
10 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 
h. 58. 
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2) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasrakan 
Undang-Undang Dasar 1945.11 
 
C. Konsep Kekuasaan dalam Fiqih Dusturi 
Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab 
Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: 
1. Lembaga legislatif (sultah tasyri’iyah), lembaga ini 
adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan 
untuk membuat undang-undang. 
2. Lembaga eksekutif (sult}ah tanfiz}iyyah), lembaga ini 
adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan 
undang-undang. 
3. Lembaga yudikatif (sultah Qada’iyyah), lembaga ini 
adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan 
kehakiman. 
Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan 
dalam negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya 
ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu: 
1. Sultah Tanfiziyyah (kekuasaan penyelenggara undang-
undang). 
2. Sultah Tashri’iyah (kekuasaan pembuat undang-undang). 
3. Sultah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman). 
4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan). 
5. Sultah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan 
masyarakat). 
Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman 
adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan 
dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak 
dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang 
punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, 
mengawasi harta wakaf dan lain-lain. 
Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk 
mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang 
menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya 
                                                        
11 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, h. 50. 
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yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan 
salah. 
Lembaga peradilan menurut para ulama fikih 
merupakan lembaga independen yang tidak membedakan 
pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. 
Lembaga peradilan mer upakan salah satu lembaga yang 
tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (al-
wilayah al-‘ammah). 
Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada’) 
memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar 
disyariatkannya lembaga peradilan/ al-Qada’ dalam Islam 
adalah firman Allah dalam surat Shaad ayat 26: 
 ْ ِ َ  َ ك َ ْ َ َ  ِ ُ إ د ُ او َ ِ َ د س َ ا ْ َ  ْ ُ ْ َ  ِ ْض ر ِ ا  ً َ ّ ِ َ ْ ِ
ى َ َ ْ ِ ا ِ َ  َ ِ  و ِ ا ِ َ  ْ َ  َ ِ ُ َ  ْ َ  َ ن ِ َ  َ ِ ِن ا إ
 ِ ِ َ ِ ْ  ا ُ َ  َ ِ  ٌ ِ َ  ٌ اب َ َ  ْ ُ َ ِ ب َ ِ ْ َ ا م ْ َ  ا 
Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu 
khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan 
(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin 
jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka 
melupakan hari perhitungan” (QS. Shaad ayat 26). 
Juga dalam surat an-Nisa’ ayat 65: 
وا  ُ ِ َ   ُ  ْ ُ َ ْ َ  َ َ َ  َ ِ  َ ك ُ ّ ِ َ ُ  َ  َ ن ُ ِ ْ ُ   َ ّ ِ َ ر َ َ و
 ْ ُ ّ ِ َ ُ َ َ و ْ َ َ  ِ  ً َ َ  ْ ِ ِ ُ ْ َ  ِ ْ ِ ْ َ  ً ا 
Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) 
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim 
terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian 
mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya (QS an-Nisa’ ayat 65” 
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Disamping itu, terdapat pula dalam QS. al-Ma>idah (5): 
49: 
 ِ ن َ أ َ ْ  و ُ ْ ْ  ا ُ َ ْ َ َ ِ  َ ل َ ْ َ  ُ َ  ا َ ْ  و ِ َ  ْ ُ َ اء َ ْ َ ْ  أ ُ ْ ر َ ْ ا َ ْ  و ن َ  أ
 َ ك ُ ِ ْ َ  ْ َ  ِ ْ َ َ  َ ل َ ْ َ  ُ َ  ا ْ َ ِ ْ  إ ِن ا َ ْ َ َ  ْ َ ْ َ َ َ  ُ ِ ُ 
 ُ ْ  ا ن َ ْ  أ ُ َ ِ ُ  ِ ْ َ ِ  ْ ِ ِ ُ ُ ا ن  ذ ً ِ َ  َ ِ  ِ َ  س ن ُ ِ َ َ  
Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di 
antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-
hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah 
diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari 
hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah 
bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan 
mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 
mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah 
orang-orang yang fasik” 
Di dalam hadis Nabi SAW, keberadaan peradilan juga 
mendapat dukungan. Nabi pernah bersabda: 
 ِ ان َ ْ َ ُ ا َ َ  َ ب َ َ ُ ا  َ َ َ ْ َ  ُ ِ َ ْ َ ا َ َ ا  َ َ  ،اِذ َ َ ا َ اِذ َ و
 ٌ ْ َ ُ ا َ َ  َ َ ْ َ ُ ا  َ َ َ ْ َ 
Artinya: “Apabila seorang hakim memutuskan hukum 
sesudah hakim berijtihad kemudian tepat, maka dia 
memperoleh pahala dua kali lipat. Dan apabila dia berijtihad 
lalu memutuskan kemudian salah, maka mendapat satu 
pahala”. (HR. Bukhari Muslim)12 
Kata hakim dalam hadis di atas mengandung 
pengertian orang berhak mengadili perkara, dan dalam 
hadis lain diungkapkan dengan kata qadi yang artinya hakim 
atau kadi. Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama 
fiqih sepakat menyatakan bahwa mengadakan dan 
                                                        
12 Imam Muslim, S }ah }i >h Muslim, (Beirut: Da >r al-Fikr, tt.), h. 291. 
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menjalankan lembaga al-Qada’ itu hukumnya wajib kifayah 
(kewajiban kolektif umat Islam). 
Eksistensi lembaga peradilan Islam didukung dengan 
akal. Sebab, ia harus ada untuk melindungi kepentingan-
kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan 
berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat. 
Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang 
pertama kali menjabat hakim di Negara Islam adalah 
Rasulullah SAW, dan beliau menjalankan fungsi tersebut 
selaras dengan hukum Tuhan. Lembaga peradilan pada masa 
khulafa al-Rasyidin juga mengikuti prinsip peradilan yang 
pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru pada zaman 
kekh}alifahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan Madzalim/ 
Wilayah al-Mazalim (dewan pemeriksa pelanggaran) dan 
selanjutnya dibentuk dewan hisbah (kekuasaan al-Muhtasib). 
Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan 
tersebut meliputi Wilayah al-Qada’, Wilayah al-Mazalim dan 
Wilayah al-Hisbah. Wilayah al-Qad}a’ adalah lembaga 
peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam 
sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut 
ulama fikih wewenang lembaga al-Qada’ adalah terdiri atas: 
1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan 
cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan 
hukum dalam al-Qur’an. 
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah 
masyarakat. 
3. Melaksanakan hudud (jarimah) dan menegakkan hak-
hak Allah. 
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan 
pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh 
manusia. 
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang 
cacat mental. 
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf. 
7. Melaksanakan berbagai wasiat. 
8. Bertindak sebagai wali nikah. 
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9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan 
kewajiban hukum. 
10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma’ruf nahi 
munkar. 
Sedangkan Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi 
adalah wewenang untuk menjalankan amar ma’ruf ketika 
yang ma’ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang 
munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-
Hisbah adalah suatau kekuasaan peradilan yang khusus 
menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya 
lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni Wilayah al-Qada’ 
(peradilan biasa) dan Wilayah al-Mazalim (peradilan khusus 
kejahatan para penguasa dan keluarganya). 
Wewenang Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan 
untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk 
kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha 
Allah SWT. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para 
petugas al-Hisbah yang disebut al-Muhtasib berhak untuk 
mengenakan hukuman terhadap pelanggar amar ma’ruf nahi 
munkar tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan 
syara’. 
Tugas-tugas Hisbah dibagi menjadi dua bagian yakni 
menyuruh kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada 
kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-
hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Dan bagian kedua, 
melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari 
kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta 
melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak 
bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.13 
Adapun Wilayah al-Mazalim adalah lembaga 
peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para 
penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Wilayah 
al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-
hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan 
                                                        
13 Abul A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik 
Islam, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), h. 227. 
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keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang 
telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan 
persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang 
dimaksudkan penguasa dalam definisi ini menurut al-
Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari 
pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. 
Dan Muhammad Iqbal mendefinisikan Wilayah al-
Mazalim adalah sebagao lembaga peradilan yang 
menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam 
melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan 
politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/ hak-
hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar 
HAM rakyat.14 
Segala masalah kedzaliman apapun yang dilakukan 
individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-
mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap 
sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada 
khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman 
tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah 
dalam masalah ini, yang disebut dengan Qadhi al-Mazalim, 
artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah Fiqih 
Siyasah oleh Wilayah al-Mazalim, sehingga diangkat Qadi al-
Mazalim untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang 
merugikan negara. A-lmawardi menerangkan bahwa wilayah 
al-Mazalim atau perkara yang di periksa dan berada di 
bawah wewenang lembaga ini ada 10 macam:15 
1. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan, 
maupun terhadap golongan 
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang di tugaskan untuk 
mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan yang 
lain 
                                                        
14 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 
2007), h. 159 
15 Imam Al-Mawardy, Hukum-hukum penyelenggaraan Negara 
dalam Syari’at Islam, Terj. Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 
207. 
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3. Meengawasi keadaan para pejabat 
4. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji 
mereka dikurangi maupun dilambatkan pembayarannya 
5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang 
dirampas oleh penguasa-penguasa dhalim, kedua 
perkara tersebut di periksa setelah ada pengaduan dari 
yang bersangkutan. 
6. Memperhatikan harta-harta wakaf, jika wakaf-wakaf itu 
merupakan wakaf umum 
7. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat 
dilaksanakan oleh hakim hakim sendiri, lantaran orang 
yang di jatuhi hukuman atasnya adalah orang-orang 
yang tinggi derajatnya. 
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai 
maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh 
petugas-petugas hibah. 
9. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah-ibadah yang 
nyata seperti jum’at, hari raya haji, dan jihad. 
10. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi 
sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 
Dari situ terlihat bahwa Mahkamah Maza>lim memiliki 
wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam 
bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara 
ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap 
hukum-hukum syara’ atau yang menyangkut makna salah 
satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni 
(adopsi) kh}alifah. Karena undang-undang itu dapat 
dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan 
keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan 
terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus 
dikembalikan kepada Mahkamah Mazalim, atau keputusan 
Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan 
bahwa peradilan dalam Wilayah al-Mazalim mempunyai 
putusan yang final.16 
Mengenai kewenangan hukum antara Wilayah al-
                                                        
16 Ibid., 160. 
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Mazalim dan Wilayah al-Hisbah terdapat beberapa 
perbedaan diantaranya adalah hakim pada Wilayah al-
Mazalim memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara 
yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan 
hakim pada Wilayah al-Hisbah tidak memiliki wewenang 
tersebut. Hakim pada Wilayah al-Mazalim memiliki 
kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi 
hukuman secara langsung, sedangkan pada Wilayah al-
Hisbah kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus 
yang ditangani Wilayah al-Mazalim adalah kasus-kasus berat 
yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga 
negara, sedangkan kasus yang ditangani Wilayah al-Hisbah 
hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh 
warga negara. Dalam proses persidangan Wilayah al-
Mazalim dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri 
atas: 1) para qadi dan perangkat qadi, 2) para ahli hukum 
(fuqaha), 3) panitera, 4) penjaga keamanan (polisi 
peradilan) dan beberapa orang pembantunya, 5) para 
penguasa dan 6) para saksi. Kelengkapan perangkat Wilayah 
al-Mazalim dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, 
karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-
kasus berat yang menyangkut para pejabat negara. 
 
D. Konsep Umat dalam Fiqih Dusturi 
Kata umat (  –أ “ yang berasal dari rangkaian (ا
 .secara istilah memiliki beberapa makna (أ م م) ” – 
Sesuai dengan konteks fiqih siyasah, maka terdapat 
beberapa pengertian: 
1. Allah SWT. berfirman di dalam QS. al-An’a>m (6): 38, 
yaitu:  
َ َ ْ  و ِ  ٍ ا َ ِ  ِ  د ْض ر َ ْ َ  ا َ ٍ  و ِ َ  ُ ِ َ ِ ْ َ َ َ ِ  ِ ٌ  إ َ ُ  أ
 ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ أ ْ َ  ِ  ِ ب َ ِ ْ ْ  ا ءٍ  ِ ْ َ  ُ  َ ِ ْ  إ ِ ِ ّ َ َ  ر ون ُ َ ْ ُ  
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Artinya: “dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di 
bumu dan burung-burung yang terbang dengan kedua 
sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat 
seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami 
luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan 
mereka dikumpulkan).  
Dari ayat ini, menunjukkan bahwa termasuk di dalam 
umat adalah semua binatang (yang berakal atau tidak). 
2. Allah SWT berfirman di dalam surah al-Baqarah 2:213;  
 َ ن َ  ُ س ً  ا ُ ً  أ ة َ ِ ا َ َ  و َ َ َ  ُ َ  ا ِ ّ ِ َ  ا ِ ِ ّ َ ُ  َ ِ ر ِ ْ ُ َ  و
 َ ل َ ْ َ َ ُ  و ُ َ َ  َ ب َ ِ ْ ِ  ا ّ َ ْ ِ  َ ُ ْ َ ِ  َ ْ َ  ِ س َ ا ا ِ ُ َ َ ْ  ا
ِ ِ َ َ َ  و َ َ ْ ِ ا ِ  ِ َ  إ ِ ُ  ا ه ُ و ُ ْ  أ ِ  ِ ْ َ َ  ُ ُ ْ َ ء َ 
 ُ ت َ ِ ّ َ ْ ً ا ْ َ  ْ ُ َ ْ ى َ َ َ َ  ُ َ  ا ِ ا ا ُ َ َ آ ا ِ ُ َ َ ْ ِ ا ِ  َ ِ 
 ِ ّ َ ْ ِ ا ِ ْ ِذ ِ  َ ُ  و ي ا ِ ْ َ  ْ َ  ُ ء َ َ  َ ِ ٍ  إ اط َ ِ  ٍ ِ َ ْ ُ  
Artinya: “(Manusia itu adalah umat yang satu. , Maka 
Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, 
dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang 
benar, untuk memberi keputusan di antara manusia 
tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah 
berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah 
didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang 
kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, 
karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah 
memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada 
kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu 
dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi 
petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang 
lurus).  
Ayat ini menegaskan bahwa umat itu adalah semua 
manusia tanpa ada qayyid. 
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3. Menurut al-`Akhfasy; bagi firman Allah SWT { َ  
-memiliki arti “adanya kamu semua adalah sebaik 17{أ
baik umat”. Dari sini, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kata umat ini memiliki arti sebaik-baik ahli agama.18 
4. Menurut al-Laits; semua kaum yang dinisbatkan pada 
Nabi, maka orang yang disandarkan pada nabi tersebut 
adalah umatnya nabi tersebut. Disebutkan juga, umat 
Muhammad SAW adalah semua orang yang mendapat 
utusan Muhammad SAW, baik ia beriman pada 
Muhammad SAW atau kufur terhadapnya. Maka dari 
sini, dapat disimpulkan, bahwa umat para nabi adalah 
semua orang yang mendapat utusan dari nabi tersebut, 
baik ia beriman ataupun tidak.19  
5. Menurut Imam `Ahmad bin Muhammad bin ‘Alî al-
Fayûmî; kata umat memiliki arti “pengikut-pengikut 
Nabi”.20  
Dari semua pendapat ini, kata umat terdapat tiga (3) 
lapisan bagi umat: 1. Makhluk Tuhan secara keseluruhan 
(termasuk binatang yang tidak berakal); 2. Manusia secara 
keseluruhan (muslim atau kafir); 3. Komunitas manusia 
yang tertentu. Dalam bagian ketiga ini baru dibedakan 
antara umat muslim dan non muslim.21  
Dalam menentukan kapasitas ruang lingkup umat, ia 
haruslah disesuaikan dengan konteks perkataan yang 
disandarkan tersebut. Kalau yang dinisbatkan Islam, maka 
yang dimaksud umat Islam yaitu orang-orang yang 
                                                        
17 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Saudi 
Arabia: Lembaga Percetakan Raja Fahd, 1995), h. 64. 
18 Ibn Manz }u >r, Lisa >n al-‘Arab, vol. 12, (Beirut: Da >r Shadir, tt.),  h. 
24. 
19 Ibid., h. 26. 
20 Ah }mad ibn Muh}ammad ibn ‘Ali > al-Fayu >mi >, al-Mishba >h al-Muni >r 
fî Ghari >b al-Sharh } al-Kabi >r (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, tt.), h. 
23. 
21 Djazuli, Fiqh Siyasah…, 258. 
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menganut agama Islam. Kalau yang dinisbatkan adalah 
manusia (umat manusia), maka tentunya semua manusia 
tanpa terkecuali. 
Kata umat terselip makna-makna yang dalam. Ia 
mengandung arti gerak dinamis, waktu, jalan yang jelas, 
serta gaya dan cara hidup untuk maju ke satu arah harus 
jelas jalannya, serta harus bergerak maju dengan gaya dan 
cara tertentu serta membutuhkan waktu untuk 
mencapainya.22  
Akan tetapi, sebuah tesis yang perlu untuk dipegang adalah 
bahwasanya kata umat secara pasti memiliki sebuah asas 
yang universal, tidak dibatasi oleh makna dalam kata itu 
sendiri, akan tetapi hanya dapat dibedakan apabila ia 
disandarkan pada kalimat lain. Ini berbeda dengan kata 
nasionalisme, karena kata tersebut memiliki asas sempit 
yaitu membatasi tanah, wilayah, ras, darah, dan lain-lain.23  
Untuk lebih gamblang makna dari umat, perlulah 
untuk dibandingkan dengan kata nasionalisme, seperti yang 
diutarakan oleh Abdur Rasyid Moten:24 
1. Nasionalisme menekankan kesetiaan pada negara, 
sedangkan umat menekankan kesetiaan manusia pada 
kemanusiaan itu sendiri; 
2. Sumber kekuasaan dan legitimasi dalam nasionalisme 
adalah negara dan institusi-institusinya, sedangkan 
sumber kekuasaan dan legitimasi dalam umat adalah 
syari’ah; 
3. Nasionalisme memiliki basis pada etnik, bahasa, ras, dan 
pertimbangan-pertimbangan lainnya, sedangkan basis 
umat diikat oleh tauhid kepada Allah; 
4. Nasionalisme membatasi manusia berdasarkan 
                                                        
22 Quraish Shihab, “Peningkatan Ukhuwah Islamiah untuk 
Memperkokoh Persatuan Bangsa,” dalam Makalah-Kongres Umat 
Islam Indonesia, Jakarta, 3-7 November 1998. 
23 Iqbal, Fiqh Siyasah…, 182. 
24 Abdur Rashid Moten, Political Science: An Islamic Perspective, 
(USA: St. Martin Inc., 1996), h. 79. 
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teritorial, sedangkan umat tidak terbatasi oleh wilayah-
wilayah. Umat bersifat universal; 
5. Nasionalisme menolak kesatuan kemanusiaan, 
sedangkan umat mendukung persaudaraan 
kemanusiaan yang universal 
6. Nasionalisme memisah-misahkan manusia pada bentuk 
negara-negara kebangsaan, sedangkan umat 
menyatukan seluruh dunia Islam. 
Sesuai dengan konteks pembahasan siya>sah dusturiyyah, 
maka umat di sini berlaku sebagai warga negara terkait 
yang lebih dikenal dengan rakyat, sama ada muslim atau 
tidak. seperti contoh, kalau yang dinisbatkan adalah 
negara Turki misalnya, maka kata-kata umat Turki, ia 
bermakna rakyat Turki. Bagi rakyat yang statusnya 
nonmuslim, secara fiqh dikenal dengan nama kafir 
dzimmi > atau must}amin.25  
Apabila dibahas mengenai hak-hak rakyat, maka 
menurut Abu A’la al-Maududi, seperti yang dikutip H. A. 
Djazuli adalah sebagai berikut:26 
1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan 
kehormatannya; Perlindungan terhadap kebebasan 
pribadi 
2. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; 
3. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak 
membedakan kelas dan kepercayaan.  
Sedangkan menurut Abd al-Qâdir ‘Audah, bahwa Islam 
telah menetapkan hak-hak perorangan sebagai berikut:27 
a. Hak persamaan: Islam mengakui hak persamaan antara 
semua orang, baik golongan, jenis, etnis, tuan-hamba, 
hakim-yang dihukumi, dan lain-lain. Ini berdasarkan 
pada ayat : 
                                                        
25 Djazuli, Fiqh Siyâsah…, 64. 
26 Ibid., h. 65. 
27 Abd al-Qa >dir ‘Audah, al-Isla >m wa Aud }ha >’una > al-Siya >siyyah, 
(Cairo: Da >r al-Kita >b al-‘Araby, 1951), h. 195-201. 
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 َ َ ْ ذ ِ  ْ ُ َ ْ َ َ  ِ ُ إ س َ ا َ  َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ و ْ ُ َ ٍ و
ِن  ْ إ ُ َ ْ َ  ِ َ ا ْ ِ  ْ ُ َ َ ْ َ ِن أ ا إ ُ َ ر َ َ ِ  َ ِ َ َ َ ً و ُ ُ
 ٌ ِ َ  ٌ ِ َ  َ   28. ا
Contohnya: Islam tidak pernah membedakan antara 
warga yang berkulit putih atau hitam seperti yang 
berlaku di Amerika. Akan tetapi, persamaan ini perlulah 
untuk difahami secara konteks dan posisinya. 
Contohnya: lelaki dan perempuan tidak dibedakan dari 
segi sisi kemanusiaannya. Kalau lelaki membunuh 
perempuan, maka ia akan diqishâsh, begitu juga 
sebaliknya. Tapi, lelaki dan perempuan tersebut 
memiliki kewajiban dan hak yang berbeda, sesuai 
dengan konteks dan posisinya.  
Misalnya, perempuan hanya mendapat ½ dari harta 
waris dibanding lelaki karena lelaki berkewajiban 
mencari nafkah untuk perempuan. Begitu juga dengan 
status muslim dan dzimmî. Pada dasarnya tidak terdapat 
perbedaan sama sekali, hanya saja terdapat perbedaan 
pada perkara yang berhubungan dengan akidah. Karena 
makna persamaan di sini adalah meletakkan orang 
muslim pada apa yang disama akidahnya, sedangkan 
dzimmî pada apa yang berbeda akidahnya. Kaidahnya di 
sini bahwa Islam memposisikan bahwa apa yang mereka 
yakini adalah hak mereka, sedangkan apa yang Islam 
yakini adalah milik Islam, serta memberi kebebasan 
pada mereka untuk menjalani apa yang diyakini mereka 
dengan tanpa paksaan berdasarkan ayat: 
 ِ ِ ّ ِ ا  َ اه َ ْ ِ  29َ إ
b. Hak Kebebasan:  
                                                        
28 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h. 517. 
29 Ibid., 42. 
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Kebebasan di sini terbagi kepada beberapa 
kebebasan yaitu: kebebasan berfikir, berkepercayaan, 
berbicara, berpendidikan, dan memiliki. 
 
 
E. Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah 
Konstitusi 
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi  
Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus 
perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 
Tahun 2003 pasal 10 ayat (1)  hurup d sebagaimana telah di 
ubah dengan UU No 8 tahun 2011 tentang perubahan atas 
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tahun 
2011 nomer 70, tambahan lembaran  negara 5226, 
selanjutkanya di sebut UU MK. UU N0 42 tahun 2008 No 176 
dan UU N0 48 tahun 2009 N0 157. Tentang kekuasaan 
kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 
tentang memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 
Dalam pengajuan perselisihan hasil perolehan suara 
pemilu presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 
Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan 
Pemilu presiden dan wakil presiden  yaitu: 
b. Pasal 5, yang berbunyi: 
1) Permohonan pembatalan penetapan hasil 
penghitungan suara Pemilu presiden dan wakil 
presiden diajukan ke Mahkamah paling lambat 3X (24 
jam) setelah Termohon menetapkan hasil 
penghitungan suara Pemilu presiden dan wakil 
presiden tahun 2014 tagl 22 Juli dan Putusan Komisi 
Pemilhan Umum No 356/ Kpts/KPU/2014, tentang 
penetan pasangan calon presiden dan wakil presiden 
tertanggal 22 Juli 2014 dan penetapan suara 62.756. 
444 dan pihak terkait 70 .997 .833  suara. Padahal 
perolehan suara pemohon 67.139.153. dan pihak 
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terkait adalh 66.435. 125 suara karena menurut 
pemohon suara yang di tetapkan termohon dilakukan 
dengan cara tidak benar dan melanggar hukum. 
2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
diregistrasi.” 
c. Pasal 6, yang berbunyi: 
1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon 
atau kuasanya. Permohonan tersebut diserahkan 
dalam 12 rangkap setelah ditandatangani oleh 
pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapat surat 
kuasa khusus dari pemohon. 
2) Atas permohonan tersebut, permohonan asli harus 
sudah diterima Mahkamah Konstitusi dalam 3 hari 
sejak habisnya batas waktu pengajuan permohonan. 
Permohonan tersebut harus memuat beberapa hal, 
antara lain: 
a) Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri 
fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai 
peserta Pemilu presiden dan wakil presiden ; 
b) Permohonan tersebut menguraikan tentang: 
1> Kesalahan hasil penetapan suara yang 
ditetapkan oleh Termohon; 
2> Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil 
penghitungan suara yang ditetapkan oleh 
Termohon; 
3> Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil 
penghitungan suara yang benar menurut 
Pemohon 
c) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti. 
 
2. Sengketa Pemilihan Presiden 
Dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, jika 
ada peserta pemilu yang merasa keberatan dengan hasil 
Pemilu, bisa diadukan pada Mahkamah Konstitusi untuk 
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memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sedikitnya ada 
tiga landasan utama yang mendasari prosedur gugatan hasil 
Pilpres ke MK, yaitu UUD ’45, UU Nomor 42 Tahun 2008 
Tentang Pilpres, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam 
Perselisihan Hail Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. UUD ’45 Pasal 
24C (1).30 
UUD ’45 mengatur segala sengketa hasil Pilpres 
diputus oleh MK. MK sebagai lembaga negara bertugas 
khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. 
Berbeda dengan MA yang mengadili pada tingkat kasasi, MK 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan sifat 
final dan mengikat. Adapun diperjelas dalam UU Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pilpres, pemohon harus mendaftarkan 
gugatannya ke MK dalam tempo paling lambat tiga hari 
setelah penetapan hasil Pilpres oleh KPU. 
Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan 
Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) harisetelah penetapan hasil Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden oleh KPU. UU Nomor 42 Tahun 2008 
Pasal 201 (1).31 
                                                        
30 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010), h. 228. 
31 Fahrul Rozi, “Analisis Prosedur Sengketa Hasil Pilpres”, dalam 
http://www.kompasiana.com/fakhrul_rozi_alsaa-id/analisis-prosedur-
sengketa-hasil-pilpres-2014-ke-mk_54f6992aa33311bb148b50e1, 
dikases  30/08/2015. 
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Di pasal yang sama dalam UU Pilpes dijelaskan, 
bahwa gugatan yang dimaksud adalah gugatan terhadap 
hasil penghitungan suara Pilpres yang mempengaruhi 
terpilih atau tidaknya pasangan calon menjadi Presiden atau 
mampu dipilih kembali atau tidak dalam putaran kedua 
Pilpres. Batasan tersebut dirasa cukup tegas bahwa gugatan 
yang didaftarkan ke MK haruslah yang berkaitan dengan 
hasil Pilpres yang mempengaruhi pasangan calon. Jika diluar 
koridor penjelasan UU Pilpres tersebut, maka gugatan yang 
didaftarkan ditolak oleh MK. Pasal tersebut menambahkan, 
setelah gugatan didaftarkan maka MK harus memutus 
perselisihan tersebut paling lama 14 hari sejak didaftarkan. 
Jika pasangan Prabowo – Hatta mendaftarkan gugatan hasil 
Pilpres pada 25 Juli 2014, maka paling lama MK memutus 
sengketa Pilpres yang didaftarkan adalah pada 7 Juli 2014. 
Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul 
akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2)paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya 
permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. UU 
Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 201 (3).32 
Setelah UUD mengamanahkan gugatan hasil Pilpres 
ditempuh melalui jalur MK dan UU Pilpres Tahun 2008 
memperjelas penyelesaian gugatan Pilpres dengan 
mekanisme yang dituangkan dalam pasal 201, terakhir 
dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan 
Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. PMK (Peraturan 
MK) tersebut menjabarkan secara rigit mengenai pedoman 
penyelesaian gugagatn Pilpres di MK. PMK menjelaskan 
bahwa pemohon dalam perkara PHPU (Perselisihan Hasil 
Pemilihan Umum) adalah pasangan calon. Pemohon dalam 
perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden.33 
                                                        
32 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, h. 235. 
33 Fahrul Rozi, Analisis Prosedur Sengketa Hasil Pilpres. 
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Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 2 (1) 
Dengan begini jelas, jika gugatan atau yang dalam PMK 
disebut sebagai PHPU dilayangkan oleh Prabowo seorang, 
maka akan batal diatas hukum, karena PMK mengharuskan 
gugatan atau PHPU dilayangkan oleh pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden. Jika pemohonnya adalah 
pasangan calon, maka termohonnya adalah KPU sebagai 
lembaga penyelenggara yang hasil rekapitulasinya 
disengketakan. Adapun objek yang diperkarakan oleh 
pasangan calon adalah berkiblat pada UUD ‘45, yakni hasil 
rekapituasi Pilpres oleh KPU. 
Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil 
Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional 
oleh Termohon ………… . Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 
Pasal 3.34 
Undang-undang Dasar Tahun 1945, UU Pilpres, dan 
Peraturan MK tentang pedoman perselisihan hasil pemilu 
merupakan sebuah produk peraturan perundang-undangan 
yang hierarkis. Peraturan perundangng-undangan 
memberikan koridor-koridor mengenai siapa subjek hukum 
dalam sengketa hasil Pilpres beserta objek perkaranya. 
Lembaga yang bertugas memutus pun dibatasi juga dengan 
mekanisme yang dijabarkan dalam UU Pilpres dan Peraturan 
MK. Digugatnya hasil Pilpres ke MK bukanlah barang baru, 
karena memang tugas MK sebagai lembaga negara yang 
memutus sengketa hasil pemilu. MK adalah manifestasi 
benteng moral bangsa Indonesia. Sandaran moral bangsa 
Indonesia ada pada lembaga MK. Apapun keputusan MK 
nantinya, haruslah dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. 
Boleh jadi hasil rekapitulasi KPU diragukan publik, namun 
kalau sudah masuk pada amar putusan MK, ia bersifat final 
dan mengikat. Karena itulah corak khas kewibawaan negara 
terletak pada lembaga MK. Putusan Mahkamah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat 
                                                        
34 Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, h. 235. 
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pertama dan terakhir yangbersifat final dan mengikat. 
Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 pasal 39 (4).35 
Dalam Rapat Permusyawaratan delapan Hakim 
Konstitusi yang merupakan Hakim Pleno dan Putusan 
tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk 
umum yang dihadiri oleh delapan hakim pleno antara lain 
hamdan zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, 
muhammad alim, arif hidayat, acmad fadlil sumardi Maria 
Farida Indrati, anwar usman, patrilias akbar, wahiduddin 
adams, dan aswanto masing masing sebagai anggota, dan 
didampingi sunardi, mardian wibowo, lutfi  widagdo 
eddyono M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Abdul Mukthie 
Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan Muhammad 
Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi 
oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh 
Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau 
Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.36 
 
F. Tinjaun Fiqih Dusturi terhadap Tugas dan 
Kewenangan MK dalam Penyelesaian Hasil Pilpres 
Dalam fiqih dusturi meenyelesaikan sengketa hasil 
pilpres yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu boleh 
karena fiqih dusturi itu sendiri berkaitan dengan konstitusi, 
melihat UUD adalah peraturan yang menjadi dasar seluruh 
peraturan, konstitusi atau perundang-perundangan, tidak 
sah sebuah konstitusi tampa mengacu pada UUD. Sedangkan 
konstitusi adalah semua ketentuan, peraturan atau 
perundang-undangan, termasuk didalamnya UUD itu sendiri.  
Hal tersebut sudah di contohkan Nabi Muhammad SAW 
dalam piagam madinah, kemudian di kembangkan sampai 
sekarang karena sistem di setiap negara itu berbeda. 
                                                        
35 Fahrul Rozi, Analisis Prosedur Sengketa Hasil Pilpres 
36 Fitra Firdaus, “Pengumuman Hasil Putusan MK Sengketa 
Pilpres”, dalam http://sidomi.com/315692/pengumuman-hasil-
putusan-mk-sengketa-pilpres-2014-prabowo-subianto/, diakses 
25/11/2014. 
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Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan calon 
nurut 1. Dalam hal ini Calon Presiden H. Prabowo Subianto 
dan Wakil Presiden H.  Hatta Rajasa masih berdampak 
terhadap perkembangan politik sampai sekarang. 
Pengusung calon presiden no urut 1 berada di Koalisi Merah 
Putih sedangkan pengusung no urut 2 berada dalam bendera 
Koalisi Indonesia Hebat.37 
Pertarungan dua Koalisi besar tersebut sampai 
sekarang, aroma perselisihan masih terus berkembang 
sampai kepada pemilihan ketua DPR RI sangat tampak dan 
jelas persaingan itu, sehingga dalam pemilihan paket ketua 
dan wakil ketua DPR RI di menangkan Koalisi Merah Putih, 
karena tidak puas dengan pemilihan tersebut Koalisi 
Indonesia Hebat membentuk ketua DPR RI tandingan. Entah 
sampai kapan perselisihan ini berahir dan samapi kapan 
wakil rakyat ini bisa bekerja dan  melakukan tugas sebagai 
wakil rakyat yang semestinya.38 
 
G. Penutup 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan yang 
diajukan pemohon telah menolak gugatan pemohon 
terhadap Putusan Komisi Pemilhan Umum No 356/ 
Kpts/KPU/2014, tentang penetapan pasangan calon 
presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014. 
Mahkamah Konstitusi yaitu memutus untuk tidak 
dilakukannya Pemilu presiden dan wakil presiden ulang. 
Dan mengesehakan pasangan calon presiden Joko 
Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla no urut 2 sebagai 
pemenang pemilu karena tuntukan penggugat tidak 
                                                        
37 Eri Komar Sinaga,  “Pertimbangan MK Menolak Seluruh Isi 
Gugatan Prabowo-Hatta”, dalam  http://www.tribunnews.com/pemilu-
2014/2014/08/21/pertimbangan-mk-menolak-seluruh-isi-gugatan-
prabowo-hatta, diakses 30/11/2014. 
38 Fitra Firdaus, Pengumuman Hasil Putusan MK Sengketa Pilpres. 
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cukup bukti,  dalam hal ini pasangan Calon Presiden 
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Hatta Rajasa 
Nomor Urut 1. 
2. Dalam fiqih dusturi meenyelesaikan sengketa hasil 
pilpres yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu 
boleh karena fiqih dusturi itu sendiri berkaitan dengan 
konstitusi, melihat UUD adalah peraturan yang menjadi 
dasar seluruh peraturan, konstitusi atau perundang-
perundangan, tidak sah sebuah konstitusi tampa 
mengacu pada UUD. Sedangkan konstitusi adalah semua 
ketentuan, peraturan atau perundang-undangan, 
termasuk didalamnya UUD itu sendiri.  Hal tersebut 
sudah di contohkan Nabi Muhammad SAW dalam 
piagam madinah, kemudian di kembangkan sampai 
sekarang karena sistem di setiap negara itu berbeda. 
Penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan 
Calon Nomor Urut 1. Dalam hal ini Calon Presiden 
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Hatta Rajasa 
masih berdampak terhadap perkembangan politik 
sampai sekarang. Pengusung Calon Nomor Urut 1 
berada di Koalisi Merah Putih sedangkan pengusung 
Calon Nomor Urut 2 berada dalam bendera Koalisi 
Indonesia Hebat. 
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